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Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hendra 
Susanto berharap prestasi dan capaian Jaringan 
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dapat 
terus dipertahankan. Ini dilakukan dengan melakukan 

pengembangan layanan melalui berbagai inovasi. Dengan demikian, 
JDIH BPK dapat semakin berkontribusi dalam mewujudkan tata 
kelola keuangan negara yang baik dan akuntabel.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua pada saat membuka secara 
resmi workshop JDIH BPK tahun 2024 di kantor pusat BPK, Jakarta, 
Selasa (16/7/2024). Kegiatan ini mengusung tema "Sinergi JDIH BPK: 
Penguatan Layanan Publik yang Berkualitas dan Bermanfaat". 
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2024 di kantor pusat 
BPK, Jakarta, Selasa 
(16/7/2024).



53WARTA PEMERIKSA    JULI 2024

Dalam sambutannya Wakil Ketua BPK 
juga menyampaikan harapannya agar 
workshop dapat meningkatkan kualitas 
pengelolaan dan pengembangan website 
JDIH BPK. Termasuk memperkuat sinergi 
antarpengelola JDIH BPK di kantor pusat dan 
perwakilan.

"Melalui sinergi dan kolaborasi, kita dapat 
memberikan layanan di bidang hukum yang 
lebih berkualitas, khususnya pemberian 
layanan dokumentasi dan informasi 
hukum dalam rangka mendukung tugas 
pemeriksaan BPK," ujar Wakil Ketua BPK.

Wakil Ketua BPK juga menyampaikan 
apresiasi kepada para pengelola JDIH BPK 
atas berbagai inovasi. Seperti peningkatan 
fitur pencarian melalui fitur elastic search di 
website database peraturan, pembangunan 
JDIH BPK Mobile, dan peluncuran JDIH 
Corner di Perpustakaan BPK. Termasuk 
juga penerjemahan peraturan perundang-
undangan dari bahasa Indonesia ke Inggris.

"Dengan adanya terjemahan 
tersebut, peraturan perundang-
undangan terkait dengan 
pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara, bukan hanya 
bermanfaat bagi masyarakat 
Indonesia, namun juga dapat 
dimanfaatkan oleh masyarakat 
internasional," jelasnya.

"Berkat inovasi-inovasi tersebut, 
JDIH BPK telah mendapatkan 
berbagai penghargaan, termasuk 
anggota JDIH nasional terbaik 
pertama tahun 2023 kategori 
lembaga negara," kata dia. 

Untuk dapat memahami 
peraturan perundang-undangan 
terbaru terkait pengelolaan 
keuangan negara, workshop pun 
mengundang narasumber yang 
kompeten. Yakni, dari Badan 
Pembinaan Hukum Nasional 
(BPHN) Kementerian Hukum dan 
HAM, Direktorat Jenderal Bina 
Keuangan Daerah Kementerian 
Dalam Negeri, dan Direktorat 
Jenderal Perimbangan Keuangan 
Kementerian Keuangan.

"Melalui sinergi dan kolaborasi, 
kita dapat memberikan 

layanan di bidang hukum 
yang lebih berkualitas, 
khususnya pemberian 

layanan dokumentasi dan 
informasi hukum dalam 

rangka mendukung tugas 
pemeriksaan BPK."

Wakil Ketua BPK, 
Hendra Susanto


